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A. Latar Belakang Masalah 
Narkotika pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkotika menjadi sangat berbahaya jika terjadi adanya penyalahgunaan. Di satu sisi narkotika berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di sisi lain narkotika justru disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika.[footnoteRef:1] [1: Susiyanto, dkk, Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu), Jurnal HAM, Vol. 12, No. 3, (2023), hlm. 430.] 

Maraknya peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah fenomena yang semakin menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan keamanan di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah dan keberanian para pengedar narkotika dalam beroperasi mencerminkan bahwa permasalahan ini semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dan terpadu.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika adalah adanya jaringan distribusi yang luas dan sulit diberantas, serta adanya celah hukum yang memungkinkan para pelaku tetap beroperasi. Pengedar narkotika sering memanfaatkan berbagai modus operandi, seperti menyembunyikan barang haram di tempat-tempat tersembunyi, menggunakan transportasi yang aman, dan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari penangkapan. Mereka juga kerap memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, sebagai peluang untuk menjaring korban baru.
Selain faktor jaringan dan modus operandi yang canggih, faktor sosial dan budaya juga turut berperan. Kurangnya edukasi tentang bahaya narkotika dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya pengguna dan distribusi narkotika. Banyak masyarakat yang belum menyadari betapa serius dampak dari penyalahgunaan narkotika terhadap masa depan individu dan bangsa. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kegiatan positif dan alternatif yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari pergaulan yang negatif.
Meresahkan masyarakat, peredaran narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menyebabkan peningkatan kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, bahkan kekerasan dan tindak kriminal bersenjata. Banyak kasus kekerasan dan kerusuhan yang dipicu oleh pengaruh narkotika, sehingga keamanan dan ketertiban umum menjadi terganggu. Masyarakat merasa takut dan tidak nyaman menjalani aktivitas sehari-hari, karena ancaman dari peredaran narkotika yang marak.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sendiri. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan, dengan menindak siapa saja pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika. Terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[footnoteRef:2] [2: Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, (2024), hlm. 54.] 

Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana.[footnoteRef:3] [3: Agus Setiawan, Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 35, No. 2, (2019), hlm. 147.] 

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHAP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.
Dalam proses penyelidikan tindak pidana penjualan narkotika, timbul persoalan baru ketika proses pengungkapan kasus penjualan narkotika dilakukan melalui metode undercover buy (pembelian terselubung). Aparat penegak hukum kemudian menggunakan undercover buy atau pembelian terselubung sebagai strategi untuk menembus jaringan peredaran gelap narkotika.
Metode ini diakui dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak diikuti dengan penjelasan rinci mengenai definisi maupun tata cara pelaksanaannya. Kekosongan norma tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi, baik terkait kedudukannya dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, maupun sah tidaknya hasil undercover buy sebagai alat bukti di persidangan.[footnoteRef:4] [4: Fahrezi, F.R. dan Gaol, S.L. Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 227-238.] 

Sejumlah penelitian menyoroti efektivitas undercover buy dalam mengungkap rantai distribusi narkotika, namun pelaksanaannya sering menghadapi problematika berupa keterbatasan anggaran, penggunaan informan tanpa pengawasan, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Tiomang menekankan pentingnya regulasi teknis yang lebih jelas untuk menghindari multitafsir,[footnoteRef:5] sedangkan Darmansyah & Lie menegaskan bahwa meski efektif, teknik ini harus tetap dijalankan sesuai prinsip due process of law.[footnoteRef:6] [5: Tiomang, E, Proses Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Disertasi, Universitas Batanghari Jambi, (2025), hlm. 221. ]  [6: Darmansyah, E, dan Lie, G, Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 7, (2024), hlm. 443.] 

Dengan demikian, analisis mengenai problematika pembuktian melalui undercover buy menjadi krusial untuk menjawab kebutuhan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Undercover buy merupakan teknik penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 75 huruf j dan Pasal 79. Aturan ini memberi kewenangan penyidik untuk menyamar, namun tidak menjelaskan secara rinci mekanismenya.
Kekosongan aturan teknis ini menimbulkan keraguan di persidangan mengenai keabsahan barang bukti hasil penyamaran.[footnoteRef:7] Penelitian Nugraha menunjukkan aparat sering mengandalkan teknik ini, tetapi kerap muncul perdebatan hukum ketika bukti yang diperoleh ditolak dengan alasan tidak sesuai prosedur. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik.[footnoteRef:8] Masalah utama dalam undercover buy adalah lemahnya kontrol administratif. Banyak operasi dilakukan tanpa surat perintah yang jelas atau melibatkan informan secara aktif. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan menimbulkan keberatan dari pihak pembela. Selain itu, praktik pembelian berulang juga dianggap melampaui tujuan awal penyamaran.[footnoteRef:9] [7: Fahrezi, F.R. dan Gaol, S.L. Op.Cit., hlm. 227-238. ]  [8: Nugraha, D.C, Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-empiris di Kota Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 3, No. 3, (2016), hlm. 209.]  [9: Tiomang, E, Op.Cit., hlm. 221. ] 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah terbatas pada Pasal 184, sehingga hasil undercover buy harus dituangkan dalam bentuk berita acara, keterangan penyidik, atau barang bukti. Jika prosedur dilanggar, hakim dapat menilai bukti tidak sah. Penelitian Tiomang menemukan contoh kasus di Medan, di mana terdakwa dibebaskan karena operasi penyamaran tidak mendapat persetujuan atasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan undercover buy sangat ditentukan oleh kepatuhan prosedural.[footnoteRef:10] [10: Ibid. ] 

Masalah lain adalah potensi terjadinya entrapment (penjebakan), yakni ketika penyidik justru mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Situasi ini dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap pengguna atau pengedar kecil, bukan bandar besar yang menjadi target utama. Nugraha menegaskan perlunya kehati-hatian, sebab teknik ini dapat melanggar asas keadilan jika tidak dijalankan secara selektif.[footnoteRef:11] [11: Nugraha, D.C, Op.Cit., hlm. 209.] 

Pembuktian melalui undercover buy dalam perkara narkotika merupakan strategi penting bagi aparat penegak hukum untuk menembus jaringan peredaran gelap. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan yang masih bersifat umum menimbulkan berbagai problematika, terutama terkait legalitas, prosedur, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiadaan pedoman teknis yang jelas mengakibatkan bukti hasil penyamaran sering diperdebatkan di persidangan, bahkan berpotensi dinyatakan tidak sah jika tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, praktik undercover buy memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi terhadap masyarakat yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun efektif membongkar jaringan narkotika, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum serta pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Praktik undercover buy dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sering dilakukan aparat penegak hukum, seperti kasus penangkapan penjual narkotika di Medan sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa selaku penjual narkotika ditangkap oleh petugas kepolisian melalui metode undercover buy (pembelian terselubung), yaitu tepatnya saat petugas mendapatkan informasi bahwa di jalan Kelambir 5 Gang Keluarga, Kelurahan Tanjung Gusta Medan ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian menuju lokasi tersebut. Sesampainya dilokasi tersebut, petugas kepolisian berpura-pura membeli narkotika (undercover buy) tanpa ada perintah dari atasan dan tanpa ada didampingi warga setempat. Pada saat petugas menemui terdakwa, petugas melihat ada barang bukti dihadapan terdakwa tepatnya di atas meja, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
Atas proses penegakan hukum tersebut, keluarga terdakwa mengajukan keberatan bahwa proses penangkapan tersebut adalah tidak sah dan melanggar hak asasi terdakwa. Karena pelaksanaan teknik undercover buy tersebut belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
Legalitas undercover buy dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia diatur secara ketat dan harus sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan teknik ini harus memperhatikan hak asasi manusia dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan.
Melakukan penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana tanpa hak menjual narkotika sangat penting karena beberapa alasan yaitu untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan secara tegas namun tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini membantu memastikan bahwa proses hukum tidak melanggar hak-hak fundamental tersangka, seperti hak atas keadilan, perlakuan manusiawi, dan hak atas pembelaan. 
Studi kasus dan putusan pengadilan seperti Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip perlindungan HAM diterapkan dalam praktik penegakan hukum narkotika. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas proses peradilan pidana. Penelitian ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi dalam proses penegakan hukum, terutama terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika golongan I. Hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi, serta menegaskan bahwa perlindungan HAM harus menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam kasus narkotika.
Kasus dan putusan seperti ini seringkali menimbulkan perdebatan tentang batasan kekuasaan aparat dan hak-hak tersangka. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan etika agar penegakan hukum tetap adil dan bermartabat. Penelitian ini juga berkontribusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, memastikan bahwa penegakan hukum tidak melanggar hak-hak warga negara dan memperkuat supremasi hukum.
Secara keseluruhan, penelitian ini sangat mendesak dan memiliki nilai strategis dalam memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika golongan I berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan HAM, serta mampu memberi solusi terhadap tantangan etis dan hukum di lapangan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana proses penegakan hukum berdasarkan aspek-aspek perlindungan Hak Asasi Manusia selama tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait perlindungan hak asasi tersangka, terutama hak atas pembelaan dan hak hidup dalam Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum berdasarkan aspek-aspek perlindungan Hak Asasi Manusia selama tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait perlindungan hak asasi tersangka, terutama hak atas pembelaan dan hak hidup dalam Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Hasil studi ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan kalangan akademis lain dalam memahami bagaimana perlindungan hak asasi diintegrasikan dalam proses penegakan hukum kasus narkotika.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan pembuat kebijakan agar proses penegakan hukum terhadap tersangka narkotika golongan I tetap memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum berlangsung adil dan manusiawi.
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